
GT]BERIYT]R L\MPTING
KEPUTUSAN GUBERI{T'R LAMPUI{G

TEI{TAITG

PELEPASAI{ IIAI( 3 (TIGAI BIDANG TAI5AH KAWII{GAN MILIK PEMERINTAH
PROVITSI L/IilPT'ITG YAI|G TERLEf,AK DI JALAIT PRAMT'I(A KELI'R.AIIAN

RA^'ABASA KECA.U,,tr'IAIT RA"'ABASA KOTA BANDAR LAMPT'NG

GI'BERNI'R LIIMPI'IIG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur l,ampung Nomor
: G1384/B.X/HK/2014 tentang Perubahan kmpiran I dan
Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

G/89O|B.X/HK/2OI3 tentang Penetapan Site Plan, Penerima
dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung
di Jalan Pramuka Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa
Kota Bandar lampung yang diperuntukkan bagi Pegawai
Negeri;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, terdapat
3 (tiga) Pegawai Negeri sebagai penerima tanah kavlingan
yang telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi
angsuran tanah kavlingan;

c. bahwa dengan telah lunasnya Erngsur€rn sebagaimana
dimaksud pada huruf b, Pemerintah Provinsi lampung
melepaskan haknya atas tanah kavlingan tersebut, dengan
tujuan untuk diberikan sesuatu hak kepada Pegawai Negeri
menurut peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam
rangka pelaksanaan pemberian hak atas tanah kavling
tersebut, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur
Lampung tentang Pelepasan Hak 3 (tiga) bidang tanah
kavlingan milik Pemerintah Provinsi l,ampung yang terletak
di Jalan Pramuka Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa
Kota Bandar la.mpung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungin
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan pemerintah Nomor 2T Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan peraturan peraturan pemerintah Nomor 20
Tahun 2020;

5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 21lg tentangpengelolaan Keuangan Daerah;
6. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

7.

1.

2.

3.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;
Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor:
845.2 / 1534 I Vl.O2 I 202 1 tanggal I 4 September 202 1 ;

Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor:
845.2 / | 535 I V1.O2 / 2O2 1 tanggal 1 4 September 202 I ;

Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor:
845.2 I 264 I Vl.O2 I 2022 tanggal 2 I Februari 2022 ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSA.IT GT'BERNT'R TENTANG PELEPASAIT HAI( 3
(TIGAI BIDANG TAIYAH I(AWINGAI{ MILIK PEMERINTAH
PROVIilSI LA.MPT,IIG YAI{G TERLEf,AK DI .'ALAIT PRAMT'XA
I{ILI'RAIIAIT R.E"'ABASA KECAMA'IAN RA"'ABASA KOTA
BA.ITDAR LAMPTTITG.

Melepaskan hak 3 (tiga) bidang tanah Kavlingan milik
Pemerintah Prorrinsi Lampung yang terletak di Jalan Pramuka
Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar
l.ampung kepada Pegawai Negeri sebagaimana na]na, blok, luas,
dan harga jual, tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan
kolom 5 Lampiran I Keputusan ini.
Site Plan pelepasan hak 3 (tiga) bidang tanah Kavlingan
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam
peta bidang Lampiran II Keputusan ini.
Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan Penghapusan
dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Prorrinsi lampung
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan
Diktum Kedua Keputusan ini.
Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi t ampung untuk menerbitkan Petikan
Keputusan ini kepada masing-masing penerima tanah kavling.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal t4- E - 2022

GUBERIYUR LAMPUNG,

Tembusan:
1. Ketua DPRD provinsi l,ampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung af aandar L.-;u;g;
?. f"prt" Badan p_endapatan D3e11h provinsi Lm[ung di Bandar t ampung;4. Kepala Biro Hukum S.k 

"q:T.?1gl+ rrovinsir,aripung ai tetuk#tun!;5' Kepala Kantor pertanahan ATR/B'N Kota Bandar i^i,p""g di eandar d,,pung;6. Masing-masing yang bersangkutan.
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H YAiIG DILEPAAXAiI XAXXYA OLE'IBIOAXG TAI{A
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LADIPIRAN II : XTPUTUSAIII GUBERIIUR LA}IPUITG
NoMoR I Gl lvt.O2lHKl2O22TAIYGiGAL: 2ol22

s99

GUBERITUR LAMPUIYG,

SITE PI,AN PELEPASAN HAK 3 (TIGA) BIDANG TANA}I KAWING
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI

JALAN PRAMUKA KELURAHAN RA"'ABASA KECAMATAN
RA"IABASA KOTA BANDAR LAMPUNG
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